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TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS POLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
(BLUD) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DT. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

: a. bahwa dalam rangka peningkatan lancarnya Dewan pengawas
didukung dengan lancarnya seluruh kegiatan Dewan pengawas,
diantaranya laporan bulanan Dewas Pengawas pada Bupati Pesisir
Selatan, maka dirasa perlu dilakukan penunjukan sekretariat dewan
pengawas Rumah sakit umum Daerah Dr. Muhammad zein painan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2Ol9;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Dr. MuhammadZein Painan.

2.

.1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor TT) jo Undang-Undang
Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor $a3);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa)$;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 95);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan

la1ang Milik Negaraf Daerah (Lembaran Negara Repultit Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran N"g.." Repubrik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2oo8 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega.a
Republik Indonesia Nomor a855);

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor ls2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517S);

Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2oro tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapi kali aiubar,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 rahun 2ol2 lentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 533a);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2oo2
Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan
Presiden Nomor 72 Tainun 2OO4;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2olo,
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Instansi
Pemerintah serta perubahannya;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2002, tentang
Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan
Keuangan Badan Layanan umum ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara
Republik Indonesia Nomor a5O2 );

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

surat Kuputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2OlT;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 9lOl3l7/Kpts/BFT-
PS/2014 tentang Standar Biaya di Lingkungan pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 201S;

Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 1 Tahun 2015
tentang Pedoman Tehknis Pola Pengelolaaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan;

Surat Kuputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44SlSO3lKpts/BpTS-
PS/2014 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan;

Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 445/393/KPTS-
PS/2016 tentang Penetapan Dewan Pengawas pola pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan;
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Menetapkan

KtrSA'IU

KEDUA

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan Sekretariat dewan Pengawas Pola Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada
lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

.nbusan Yth :

I . Bapal< Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Badan Kepegarvaian Daerah I(abupaten Pesisir Selatan di Painan
3. I(epala Dinas Pendapatan, Pengelolaan l(euangan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
,1. Kepala Dinas l(esehatan l(abupaten Pesisir Selatan di Painan

5. Pettinggal.

Ditetapkan di Painan
uli 2019
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I Dewi Mastura Aqra,SKM 198504212009022012 Sekretaris


